


Perubahan UU 32/2009 melalui UU 11/2020

Dari total 127 Pasal yang terdapat dalam UU 32/2009,

dirubah ditambahkan dihapus
27 Pasal 4 Pasal 10 Pasal
1, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 61A, 82A, 82B, dan 82C 29, 30, 31, 36, 38, 40, 79,
32, 34, 35, 37, 39, 55, 59, 93, 102, dan 110
61, 63,69, 71,72, 73, 76,
77, 82, 88, 109, 111, dan
112

. Pasal-pasal dengan amanat yang perlu ditindaklanjuti
dalam Peraturan pemerintah




Amanat UU 11/2020. Terkait Revisi. UU.32/2009 .. ... ... ...

1. Pengaturan Tata Laksana Uji Kelayakan (Pasal. 24);
- Lembaga Uji Kelayakan;
= Tim Uji Kelayakan;
= Anggota Tim Uji Kelayakan (berisi pakar yang bersertifikasi)
- Sistem Sertifikasi.

. Proses Pelibatan Masyarakat (Pasal 26);
= Masyarakat terkena dampak langsung;
= Keterlibatan dalam penyusunan;
+ Keterlibatan dalam penilaian.

. Sertifikasi dan kriteria penyusun Amdal (Pasal 28);
« Sistem sertifikasi

. Bantuan Pemerintah terhadap UMK (Pasal 32)

. Pengaturan mengenai UKL-UPL (Pasal 34);
* Penyusunan standar UKL-UPL

. Pengaturan mengenai SPPL (Pasal 35);
* Mengintegrasikan SPPL ke dalam NIB

7. Pengelolaan Limbah B3 (Pasal 59, Pasal 61),

8. Dana Penjaminan Pemulihan Lingkungan (Pasal 55);
9. Pengawasan dan Sanksi (Pasal 71, 76, 82C);




Kerangka Penyusunan RPP P3LH
| Sistematika PP l

SISTEMATIKA PP PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB VIl  PENGELOLAAN LIMBAN B3 & NONB3 (Pasal 274-470)
BABE VIII DANA PENJAMINAN UNTUK PEMULIHAN FUNGS] LINGKUNGAN
HIDUP (Pasal 471-479)
9. BAB IX  SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUF (Pasal 480-489)
10. BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pasal 490.504)
11. BAB X!  PENGENAAN SANKS! ADMINISTRATIY (Pasal 505.526)
12, BAB XII KETENTUAN PERALIHAN [Pasal 527)
13, BAB XIII KETENTUAN PENUTUP (Pasal 528-534)

1. BAB 1 KETENTUAN UMUM (Pasal 1.2)
2. BAB 11 PERSETUJUAN LINGKUNGAN (Pasal 3-106)
Bagian Kesatu : Umam
Bagian Kedus ¢ Penyusunan Amdal dan Ujl Kelayakan Amdal
Bagian Ketign : Ponyusunan dan Pomeriksaan Formulir UKL-UPL
Baglan Keempat : Pengislan SPPL
Bagian Kelima : Peayusun Amdal
Bagian Kecnam : Pembentukan Lombaga Uji Kelayakan Lingkungan [ \
Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkuogan Hidup
Bagian Ketujuh : Ahli Bersertifikat Tim Ujl Kelayakan Lisgkungan
- * 13 Bab
Bagian Kedelapan : Dokumen Evaluasl Lingkungan Hidup dan Dokumen
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bagian Kesembilan : Perubahan persetujuan lingkungan * 534 Pasa'
Bagian Kescpulub : Bantuan Pemcorintah terhadap Usalin Mikro dan Kecil
Bagian Kosebelas : Pendanson Persetujuan Lingkungan °
3. BAB I PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR (Pasal 107-162) 15 Lamp'nn
4. BAB IV PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA (Pasal 163.219)
5. BAB YV PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LAUT [Pasal 220.271) \ ‘
6. BAR V1 PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 272-273)
v
8.




struktur I(erangl(a PP P3LH




Daftar Lampiran PP (2)

. Lampiran | (Daftar Kawasan Lindung, Ringkasan Penyajian Informasi Awal, dan Bagan Alir Penapisan:
Wajib Amdal)

Lampiranll  (Penyusunan Amdal dan Mekanisme Uji Kelayakan)
Lampiran Il {Penyusunan Formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan UKL-UPL)
Lampiran IV (Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup)

LampiranV  (Mekanisme Perubahan Persetujuan Lingkungan)
Lampiran VI (Baku Mutu Air Nasional)

Lampiran VIl (Baku Mutu Udara Ambien)

Lampiran VIII (Baku Mutu Air Laut)

Lampiran IX  (Daftar LB3: Sumber Spesifik, Kadaluarsa, Sumber Spesifik Umum, Sumber Spesifik
Khusus)

10. Lampiran X (Parameter Uji Karakteristik LB3)
11. Lampiran XI  (Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalui TCLP untuk Penetapan Kategori LB3)

12. Lampiran XIl  (Baku Mutu Karakteristik Beracun Melalul TCLP untuk Penetapan Standar Pengolahan
LB3 Sebelum ditempatkan di Fasilitas Penimbusan Akhir)

13. Lampiran XIll (Nilai Baku Karakteristik Beracun Melalui TCLP dan Total Konsentrasi Untuk Penetapan
Pengelolaan Tanah Terkontaminasi LB3)

14. Lampiran XIV (Limbah nonB3 Terdaftar)

15. Lampiran XV  (Jenis dan Kriteria Pelanggaran Terhadap Kewajiban dalam Perizinan Berusaha Terkait
Persetujuan Lingkungan)

2,
3.
4.
5

6.
7
8.
9.




e KONSEP DASAR PENGATURAN AMDAL DALAM UU CIPTA KERJA

Beberapa perubahan pengaturan Secara Prinsip dan Konsep
Amdal dalam UU CK: TIDAK BERUBAH dari konsep

pengaturan dalam ketentuan

sebelumnya, perubahan lebih

* Pengintegrasian Izin Lingkungan; diarahkan untuk

o ‘Tt Kol Beatlad st PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN
menjadi Tim Uji Kelayakan; Srleb i

PELAKSANAANNYA sesual

dengan tujuan UU CK yang

memberikan kemudahan

* Pengaturan Keterlibatan Masyarakat kepada setiap orang dalam
secara lebih Proporsional; memperoleh Persetujuan

« Integrasi lzin PPLH dan Andalalin ke Lingkungan namun dengan
s S R TETAP MEMENUHI KETENTUAN

* Perubahan nomenklatur perizinan;

* Uiji kelayakan dokumen Amdal oleh
Ahli bersertifikat;




UuU 32/2009

Paragraf 5
Amdal

> Pasal 22 dan 23,

Uu 32/2009

(1) Setiap wusaha dan/atau kegiatan vang S e b a g a i d asar
berdampak penting terhadap lingkungan -
penetapan wajib

hidup wajib memiliki amdal.
(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan
kriteria: A m d a .

Pasal 22

a. besarnya jumlah penduduk vang akan
terkena dampak rencana usaha dan/atau

kegiatan;

b. luas wilayah penvebaran dampak;

. intensitas dan lamanva dampak
berlangsung:

d. banvaknva komponen lingkungan hidup
lain vang akan terkena dampak;

e.  sifat kumulatuf dampak;

f. berbalik atau ridak berbaliknya dampak:
dan/atau

g. Kkriteria lain sesuni dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.




- @ INTEGRASI IJIN ASPEK LINGKUNGAN

Persetujuan Lingkungan

| AwoaL |
L ukeue |
s |

SPPL

“Semangat UU Cipta Kerja
adalah Penyederhanaan
Regulasi Perizinan”

“I1zin Lingkungan tidak dihilangkan namun tujuan dan fungsinyz

diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha”




- ® TINGKAT RESIKO USAHAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN

Jenis Dokumen lingkungan tidak inline dengan
tingkat risiko usaha, Penentuannya didasarkan
pada kriteria Dampak Penting sebagaimana diatur
dalam Pasal 22 dan 23, UU 32/2009

Tingkat Dokumen
Risiko Usaha Lingkungan
S Ao | — S

penerbitan
“termuat” ‘
dalam
Perizinan
Berusaha

NIB sebagai Perizinan
Tingkat Risiko Usaha Berusaha telah
digunakan untuk penetapan mengintegrasikan SPPL
jenis Perizinan Berusaha
yang harus dimiliki oleh
pelaku usaha




UU 23 Tahun 1997 do turunannya PP 27/1999

Persetujuan Lingkungan Dalam Implementasi di

L/__—a—'- lapangan Pejabat
SKKL/Rekomedasi S — penerbit izin Usaha
UKL-UPL Pejabat Penerbit Izin Usaha memasukkan tidak memasukkan

Peryaratan Lingkungan
datam lzin Usaha yang
diterbitkan

IlIl 32 Tanun 2009 llg turunannva PP 27/2012

Persetujuan Lingkungan

EEE—— ——— — \zin Usaha tidak
SKKL/Rekomendasi e Gin saka RSP B
UKL-UPL Lingkungan Peryaratan Lingkungan,

namun telah tercantum
dalam Izin Lingkungan

Ull Glllla Kerla / 2020

Persetujuan Lingkungan Perizinan Berusaha/ Izin
Perizinan Usaha/Persetujuan

Pemerintah akan
memuat Poryoratan
kewajiban don mpek
— Lingkungai yang
dihasilkan dari proses

dokumen lingkuogan

persyaratan Lingkungan dalam Izin Usaha

Berusaha/Persetujuan
Pemerintah

SKKL/ PKPLH ——




Lembaga Uji
Kelayakan
membentuk
Tim Uji
Kelayakan
untuk
melaksanak
an tugasnya

KONSEP LEMBAGA UJI KELAYAKAN

L -
DibentUk o.eh m“ A L
Pemerintah

Tim Uji Tim Uji Tim Uji "“"'l "’. .

Kelayakan Kelayakan Kelayakan Bt
Pusal Provinsi Kab/Kota

(KLHK) (tiap Provinsi) (tiap Kab/Kota} (penugasan

khusus)

Keanggotaan Tim Uji Kelayakan terdiri dari unsur Pemerintah Pusat,
Pemerintah daerah dan Ahli bersertifikat

Akan disusun mekanisme pemenuhan sertifikasi kompetensi bagi
anggota tim uji kelayakan, sertifikasi kompetensi merupakan
persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Tim Uji Kelayakan;
Tim Uji Kelayakan Adhoc merupakan Tim Uji kelayakan yang dapat
ditugaskan sewaktu-waktu dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan
untuk melakukan penilaian uji kelayakan




’ Pemohon
Sertifikasi Ahli

Lembaga Uji Kelayakan
a.n. Menteri

“Penilaian
Calon Ahli

Penerbitan
Sertifikat
Kompetensi

s + ljazah pendididkan
formal;
*» Sertifikat pelatihan;
* Bukti pengalaman;
» Rekam jejak ahli;
* Rekomendasi dari asosiasi
keahlian
NS Tulisan ilmiah

’--------

‘l’..'....l......




Pengaturan Tata Cara Pelibatan Masyarakat

Pasal 26 (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan
UU CK melibatkan masyarakat yang terkena dampak

langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan

Masyarakat yang berada di dalam batas
wilayah studi amdal (yang menjadi batas
sosial) yang berkepentingan terhadap
rencana usaha dan/atau kegiatan, terdicl
dari masyarakat yang akan mendapatkan

manfaatl dan masyarakat yang akan
mengatami kerugian

Masyarakat

| terhadap rencana usaha

Terkena
Dampak
Langsung

masyarakat yang tidak
terkena dampak, tetapi
mempunyal perhatian

Pemerhati
N\ Lingkungan

dan/atau kegiatan
tersebut, maupun
dampak-dampak
lingkungan yang akan N
ditimbulkannya

melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap
masyarakat yang terkena dampak langsung

—

Pelibatan
Masyarakat

.
Pemerintah

LSM yang memang terbukti sebelumnya telah

_________ dalam Uji Kelayakan

i (Tim Uji Kelayakan) |

R

Konsultasi Masyarakat




Menunjuk

<«

1

TIM UJI KELAYAKAN
(Unsur Pemerintah Pusat dan
daerah serta AHLI BERSERTIFIKAT)

Penyusun
Bersertifikat

M rrnnnnnnnnnnnnnnn

Pengambil Keputusan
(Menteri, gubernur,
bupati/walikota)

Penyusun maupun Penilali Amdal dipersyaratkan harus memiliki sertifikat, agar dokumen Armdal ¢
yang digunakan dalam menentukan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau keglgtén'x\ -
dapat dipertanggungjawabkan secara limiah/saintifik




e PENGATURAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UKL-UPL

Pemrakarsa

Standar UKL-UPL

sesuai kewenangan

UPL oleh pelaku usaha
. pe )

mengisi Form Porsnml“an PKPLH

Menteri LHK

/ Instansi LH i Menyampai

-kan

melakukan verifikasi :
kesesuaian standar yang Persetujuan
dipilih dalam form UKL- OLH Provinsi PKPLH

melalui
0SS

Bupati/ Walikota
(DLH Kab/Kota)

Perizinan Berusaha

:

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan

Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha

dalam bentuk
* jzin; atau ‘—-

*) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

. Sertlfikasugpﬁmd@r '




e PENGATURAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

rl'crsemilan
Lingkungan

Persyaratan
penerbitan
“termuat”

dalam

Perizinan

NIB sebagai Perizinan
Berusaha telah
mengintegrasikan SPPL



Persetujuan Lingkungan

* Pengaturan kewenangan penerbitan persetujuan
lingkungan didasarkan pada kewenangan
penerbitan Perizinan Berusaha;

* Berbeda dengan konsep sebelumnya dalam Izin
Lingkungan;

* Kewenangan tidak lagi berdasarkan pembagian
kegiatan strategis Pusat, Provinsi dan Kab/Kota;

* Pengaturan menyelaraskan kewenangan
Persetujuan Lingkungan dengan Perizinan
Berusaha




Jenis Rencana Usaha Dampak Lingkungan dan
dan/atau kegiatan Dokumen Lingkungan

Kegiatan
USAHA DAN/ATAU berdampak

KEGIATAN :
penting terhadap
WAJIB AMDAL LH Saat ini dalam Peraturan
Batas AMDAL  MENLHK 382019
SAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAYRERRRAR RN annsnan SRennnn AEARERASAANRERRNRE.
Kegiatan
USAHADAN/ATAU  Ldak
KEGIATAN berdampak
WAJIB UKL/UPL penting

terhadap LH

Saat inl dalam
Batas dOkumen Peraturan Gub. atau

UKL-UPL Bupati/Walikota

Kegiatan tidak wajib UKL/UPL &
tidak berdampak penting serta SPPL
Kegiatan usaha mikro dan kecil







